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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati 

perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari 

kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak 

tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang 

tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan 

anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena 

itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, 

perlu dilakukan.1 

Batasan anak anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah 

seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan 

bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  

Sementara itu hukum Perdata meletakkan batas usia anak 

berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata yaitu (a) batas antara usia 

belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; dan 

 
1 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, 

Graha Ilmu,Yogyakarta, 2015, h. 103. 
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(b) seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) 

tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Berdasarkan batasan 

usia yang sangat bervariatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang 

dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum 

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan 

Juvenile Deliquency. Juvenile Deliquency adalah suatu tindakan atau 

perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial 

yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.2 Sedangkan Juvenile 

Deliquency menurut Romli Atmasasmita merupakan perbuatan atau 

tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin 

yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang 

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang 

bersangkutan.3 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya 

dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus 

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar 

dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan 

 
2 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama Bandung, 2017, 

h.11. 
3 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 

2013, h. 40. 
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perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, 

asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, 

penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua 

asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan 

lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 

pribadinya. 

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa 

perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum 

stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap 

kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut 

menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang 

menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang 

pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang 

negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah 

laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala 

ciri dan sifatnya yang khas tersebut. 

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya 

harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering 

terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-

minuman keras, narkotika dan tindak pidana serta perbuatan kriminil 

lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar ketertiban, melanggar 

hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan dengan aparat 

penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum ada dalam 
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kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan 

dalam masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan 

pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk melindungi 

individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan. 

Anak ditindak karena melanggar hukum berarti berusaha memberi 

perlindungan kepada warga masyarakat dari gangguan pelanggaran 

hukum seperti : pencurian, pemerasan, ancaman dan tindak pidana 

lainnya yang terjadi dalam masyarakat. 

Menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat 

sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, 

pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan 

sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan 

terhadap pelaku kejahatan di bawah umur diupayakan agar anak yang 

dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya, seperti yang 

dikatakan Soeaidy Sholeh : 

Bilamana hubungan antara orang tua dan anak kurang harmonis 
atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat 
sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah 
tetap di pertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata 
demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara 
sehat dan wajar.4 
 
Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan 

untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong 

masa depan yang masih panjang dengan baik. Perbedaan itu 

 
4 Soeaidy Sholeh, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka 

Mandiri, Jakarta, 2011, h. 24 
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dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui 

pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. 

Kehidupan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi ini, pengaruh 

negatif bisa saja masuk melalui pergaulan baik secara tradisional (off line) 

ataupun secara moderen (on line) melalui situs jejaring sosial facebook 

ataupun twitter. Salah satu pengaruh negatif dari pergaulan global 

tersebut adalah perkenalan anak dengan narkotika dan obat-obatan 

terlarang. Maraknya peredaran narkotika yang semakin bebas di tengah 

masyarakat, maka tidak aneh lagi bila ada sebagaian anak yang 

terjerumus kedalam perbuatan bertentangan dengan hukum. 

Anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana 

sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan 

hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di 

masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua 

aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu, karena anak 

merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik 

dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan, 

perawatan dan penanganan khusus. 

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-

hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Pemerintah 

Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan 

terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
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Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2003 

tentang Perlindungan Anak. 

Perspektif peradilan pidana anak, dalam sistim peradilan anak 

mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian 

hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus 

diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.  

Sama halnya dengan orang dewasa, ketika seorang anak 

berhadapan dengan hukum maka kepadanya juga diancam dengan 

hukuman pidana. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka peraturan yang 

dipergunakan adalah yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Hukuman yang dijatuhkan sama 

dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan 

pengecualian hukuman mati.  

Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan 

baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak 

khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam 

Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan 

untuk anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili 

pada sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak 
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yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun. 

Secara tertulis dalam hukum pidana Indonesia tidak pernah 

dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai 

landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan 

hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi 

karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai 

pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Dasar 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak 

yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta 

dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan 

para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan 

dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan 

subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social 

Justice, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian 

hukum atau pertimbangan non yuridis.5 

Moral Justice berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam 

mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan 

hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan 

psikologi. Perkembangan anak ditinjau dari sisi sosiologis, maka dasar 

yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana 

adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. 

 
5 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2019. h. 

93 
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Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai 

manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk 

melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong 

oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna 

selayaknya orang dewasa. Anak nakal cenderung berasal dari keluarga 

yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-

orang terdekatnya yaitu keluarga.6 

Aspek berikutnya adalah social justice, dimana hakim tidak hidup di 

singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat 

lingkungannya yang bersifat heterogen. Hakim dalam menegakan hukum 

positif (law in book) dapat mewujudkan keadilan sosial (law in action), 

sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi 

memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut 

juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat 

sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah 

yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan 

dengan perbuatan yang dilakukan.7 

Terkait dengan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum 

yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana 

tambahan. Pidana pokok ada 5 (lima) macam sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun  2012, 

yaitu: 

1. Pidana peringatan 

 
6 Ibid. h. 94. 
7 Ibid. h. 95. 



 9

2. Pidana dengan syarat: 

a. Pembinaan di luar lembaga 

b. Pelayanan masyarakat. 

c. Pengawasan 

3. Pelatihan kerja 

4. Pembinaan dalam lembaga. 

5. Penjara 

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 

No. 11 Tahun  2012 ada dua macam, yakni: 

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 

2. Pemenuhan kewajiban adat 

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 

penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan 

martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 

pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Selain pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan 

pada anak pelaku tindak pidana, maka terdapat tindakan yang dapat 

dijatuhkan adalah : 

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan 

dan latihan kerja; 
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3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja. 

Pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara ini 

dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama adalah 1/2 (satu perdua) 

dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak 

pidana yang dilakukan anak nakal tersebut diancam dengan pidana mati 

atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan 

adalah paling lama 10 tahun. 

Penjatuhan pidana pada anak-anak menurut Jonkers, bahwa titik 

beratnya bukan pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk 

memberi nestapa, tetapi adanya keinginan untuk memberikan 

kesempatan yang baik pada anak yang berbakat sebagai penjahat, untuk 

menjadi anggota masyarakat yang berguna, apabila ditempatkan di luar 

lingkungan yang jahat atau tidak mengenal tata tertib.8 

Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu 

modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk 

itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri 

hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara 

dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-

hak anak. 

Anak yang harus dilakukan proses hukum maka tentunya kurang 

adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama 

 
8 Jonkers, Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 2017, h. 

330. 
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dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan 

dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus 

dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa 

anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam 

menanangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul 

memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. 

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-

undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan 

pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang 

masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan 

akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang 

berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim 

dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan 

bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak 

yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk 

terus tumbuh dan berkembang sebagi generasi penerus bangsa, dalam 

konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Restoratif 

Justice  Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka 

Berat (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bangkinang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum restoratif justice  terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana  terhadap tindak pidana 

kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak ? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat menurut putusan 

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum restoratif 

justice  terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang 

mengakibatkan luka berat 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana  

terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat 

yang dilakukan oleh anak. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 

luka berat menurut putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn. 
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Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan 

hukum pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta dapat 

menambah bahan-bahan kepustakaan. 

b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya tentang 

hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori 

tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang 

menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum. 

b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan 

sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim terhadap anak yang 

berkonflik dengan hukum. 

 
D. Kerangka Teori dan Konseptual. 

1. Kerangka Teori. 

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk 

mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan 

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas 
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masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.9 

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan 

adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta 

mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi 

landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. 

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah : 

a. Teori Restorative Justice 

Teori retributif merupakan salah satu teori pemidanaan yang 

berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada 

kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua teori pemidanaan 

tersebut ternyata dinilai tidak efektif juga dalam memberikan efek jera 

kepada pelaku tindak pidanan. Sebagai rekasi terhadap kegagalan kedua 

teori di atas munculnya teori restorative Justice. Teori retributif berangkat 

dari pemikiran mengapa diadakan pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana. Dengan demikian sanksi pidana bersumber dari tujuan pemidanan 

itu sendiri. Unsur pembalasan lebih ditekankan pada teoriretributifyaitu 

sanksi pidana yang bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. 

Terkait dengan keadilan restoratif alternatif penyelesaian perkara 

pidana Eva Achjani Zulfa menjelaskan restorative justice adalah sebuah 

konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan 

 
9 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada 

Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40. 
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pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat 

dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada 

sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. 10 

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Muladi sebagaimana 

dikutip M. Taufik Makarao, menjelaskan bahwa Keadilan restoratif 

merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan 

nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, 

penyembuhan, dan “inclusivenes” dan berdampak terhadap pengambilan 

keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di 

seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan 

untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila 

focus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, 

keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan 

korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk 

dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak 

kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan 

reintegrasi.11 

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah sebuah konsep 

pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana 

dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan 

 
10 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2009, h. 3. 
11 M.Taufik Makarao, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice 

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Peminaan 
Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2013, h 27 
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korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem 

peradilan pidana yang ada pada saat ini.12 

Restorative justice juga termasuk proses penyelesaian yang 

dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan 

melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi 

untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.13 

Tujuan utama restorative justice adalah perbaikan atau 

penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka 

yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya konsiliasi dan 

rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice juga 

bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara 

menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada 

korban atas tindakannya.14 

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku , 

untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan 

pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami 

bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan atas 

luka-luka mental mereka. Keluarga pelaku pun juga harus dipulihkan dari 

perasaan malu dan marah, begitu pula korban dan para pelaku harus 

 
12 Eva Achjani Zulfa, Op.Cit, 2009, h. 65. 
13 I Made Sepud, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan 

Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, R.A.De.Rozarie, 
Surabaya, 2013, h.36. 

14 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang 
Grafika, Yogkyakarta, 2013, h. 161 
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disembuhkan luka-luka fisik dan mental mereka. Seluruh proses 

musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak 

korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan 

bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan 

untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.15 

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang 

harus ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil musyawarah dalam 

menentukan ganti rugi atau kompensasi adalah tidak mudah, karena 

berapapun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidak akan seimbang 

dengan penderitaan korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih 

merupakan simbol dari penyesalan dan tanggungjawab pelaku. 

Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum 

anak namun, bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan 

kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak 

pidana.16 

b. Teori Perlindungan Hukum. 

 Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 

penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang bekelanjutan 

dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 

Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi 

 
15 Ibid, h.162. 
16 Ibid. 
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sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.  Upaya-upaya perlindungan anak 

harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara 

optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, 

merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib 

diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan 

perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat 

hukum.17 Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan 

perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan 

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 

kegiatan perlindungan anak.18 Kegiatan perlindungan anak setidaknya 

memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak 

anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan 

tersebut.  

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 
 

17 Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23   
18 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, 

h. 222   
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adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, 

baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.19 

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu 

usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.20 

Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan 

hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum 

perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan 

anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan 

bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum 

dibebani dengan kewajiban”.21 Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong 

memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian 

jengdrecht  dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu : 

1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah 
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada 

 
19 Ibid.  h. 33. 
20 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2028.  

h. 18-19 
21 Maulana Hassan Madong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan 

Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2020,  h. 41 
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mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi 
mereka untuk berkembang. 

2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi 
perlindungan hukum yang terdapat dalam : 
a) Ketentuan hukum Perdata 
b) Ketentuan hukum Pidana 
c) Ketentuan hukum acara.22 

 
Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat 

dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam 

proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh 

hukum. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa 

2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak 

3) Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan 

melawan hukum 

4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi. 

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa 

depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak. 

 Perlindungan anak adalah antara lain: 

1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap 
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai 
dengan kepentingan dan hak asasinya. 

2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan 
swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 – 18 

 
22 Ibid, h. 41. 
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tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak 
asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya 
seoptimal mungkin.23 

 
 Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan 

hak dan kewajiban anak.  Anak yang berkonflik dengan hukum harus 

mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak 

pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat. 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dilaksanakan melalui: 

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak-hak anak. 

2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini 
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus 
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak 
5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum 
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga 
7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi.24 
 

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi 

 
23 Iman Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan 

Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21 
24 Marlina, Op.Cit, h.  209. 
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sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat 

adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia 

dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. 

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi 

muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu 

sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi 

anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam 

kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. 

Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses 

perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap 

ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu 

tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat 

diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, 

stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan 

melalui bantuan hukum. 

c. Teori Tujuan Pemidanaan 

Seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang 

didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian 

kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam 

menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang 
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tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana 

dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang 

menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan 

pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori 

tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan 

pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. 

Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan) 

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori 

retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi 

pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu 

manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap 

perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk 

mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, 

maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa 

penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu 

bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, 

dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan 

terhadap perbuatannya yang antisosial. 

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, 

adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan 

sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku 
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kejahatan menjadi lebih buruk.29 Menurut teori ini yang menjadi dasar 

hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri.  

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu 

tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap 

orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh 

karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka 

harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang 

yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan 

penderitaan.30  

Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak 

boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena 

telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul 

dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat 

kemasa depan.31 

Bagi penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang 

salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak 

oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu 

dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan 

perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan 

menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan 

terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan 

atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, 

 
29 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Pemidanaan, Usu Press, Medan,  2011, 

h. 31 
30 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41 
31 R. Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, 

Bandung, 2013, h. 23. 
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bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. 

Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak 

tercapai. 

Kant dalam bukunya Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre 

dan Hegel dalam bukunya Grundlinien der Philosophic des Rechts 

sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan 

pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana 

sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang 

harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah 

sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari 

keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. 

Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan 

hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.32 

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan 

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana 

secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena 

itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi 

keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan. 

b. Teori Relatif (teori tujuan). 

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan 

tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan 

 
32 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Op.Cit., h. 32. 
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pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar 

kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata 

karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula 

manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun 

masyarakat.33 Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah 

untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri 

tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini 

dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social 

defence). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut 

sebagai teori atau aliran reduktif (the reductive point of view) karena dasar 

pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi 

kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan 

reducers (penganut teori reduktif). 

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu 

teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar 

pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. 

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat 

kejahatan) melainkan ne peccaetur (supaya orang jangan melakukan 

kejahatan).34 

 
33 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34. 
34 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,  PT. Refika 

Aditama, Bandung, 2016, h. 25  
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Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof 

romawi: “Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur” 

(artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan 

suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu 

perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).35 

Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar 

orang jangan melakukan kejahatan. 

c. Teori gabungan 

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif 

yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan 

pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat 

yang diterapkan secara terpadu.sehubungan dengan masalah pidana 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan 

terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang 

tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau 

berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau 

tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang 

pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang 

pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.37 

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut 

dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan 
 

35 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 
Bandung, 1998, h. 16  

37 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan 
Pemidanaan,  Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19. 
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kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan 

mewujudkan ketertiban.38 Dalam teori gabungan (verinigning theorien) 

dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu 

pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi 

dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena 

menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif 

dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.39 

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana 

hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. 

Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta 

mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat 

hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. 

Penelitian ini menggunakan teori relatif mengingat tujuan 

pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan untuk 

menimbulkan efek jera atas perbuatannya dan menjaga ketertiban 

masyarakat. 

 
2. Kerangka Konseptual 

 Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari 

penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka 

konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. 

 
38 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, Politik Hukum Pidana Terhadap 

Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98 
39 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana,  Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta, 

1992,  h. 64. 
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a. Restorative Justice  adalah proses penyelesaian terhadap tindak 

pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah 

antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan 

masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna 

memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.25 

b.  Perlindungan hukum adalah dalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.26 

c. Anak berkonflik dengan hukum dalam Pasal  1  ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

merumuskan bahwa  anak yang berkonflik dengan Hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. Batas usia anak memberikan 

pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai 

anak. Adapun yang dimaksud dengan batas usia anak adalah 

pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak 

dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi 

usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat 

 
25Barda Nawawi Arief Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h,. 58   
26 Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, 2014, h.3 
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bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan 

tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. 

d. Tindak Pidana  adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman). 27 

e. Kekerasan adalah perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan 

seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada 

paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasaan itu merupakan wujud 

perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, 

sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu 

diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak 

adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.28 

f. Kematian adalah menurut Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan didefinisikan sebagai seseorang 

dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem 

pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila 

kematian batang otak telah dibuktikan. 

g. Putusan pengadilan menurut  Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu :  "Putusan 

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

 
27 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiama, Jakarta, 2011, 

h.96-98   
28 Trisno Yuwono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, Arkola, Surabaya, 

2014, h. 223. 
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lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan pengadilan pada 

dasarnya adalah untuk memberikan suatu keadilan demi terciptanya 

suatu kepastian hukum. Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan 

untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya.45 

E. Asumsi 

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan 

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

2. Penerapan restorative justice  terhadap tindak pidana kekerasan yang 

mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak 

mendapatkan hambatan dalam penerapannya seperti masih sangat 

terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan 

restorative justice.  

3. Pertimbangan hakim dalam dalam penerapan restoratif justice 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang 

mengakibatkan kematian didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap 

di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan 

sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.. 

 
45 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 23. 
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum 

ditemukan penulisan hukum tentang restoratif justice  sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 

7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bangkinang). Namun dalam penelusuran studi 

kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait 

dengan restoratif justice  sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 

kematian, yaitu : 

1. Tesis Marudut, NIM : 20.741010.67, Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 

Tahun 2021, dengan judul : ”Restorative Justice Oleh Kepolisian 

Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong 

Melalui Media Sosial Saat Pandemi Covid 19 Di Indonesia”. Rumusan 

masalah dalam tesis ini adalah : 

a. Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian 

tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial di 

Indonesia ? 

b. Bagaimana peran kepolisian menerapkan restorative justice dalam 

penyelesaian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui 

media sosial saat pandemi covid 19 di Indonesia ? 
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2. Tesis Munawara, NIM : P0902211006, Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

Makasar, Tahun 2019, dengan judul : ”Pendekatan Restorative Justice 

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di 

Kota Makassar”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah : 

a. Sejauhmana pendekatan restorative justice dalam penyelesaian 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar ? 

b. Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restorative justice ? 

3. Tesis Arilasman Cornelius, NIM : 1910622060, Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2021, 

dengan judul : ” Penerapan Restorative Justice dalam Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat Nomor 39/Pen.Diversi/Pid.Sus Anak/2019/ 

PN.Jkt.Brt)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah : 

a. Bagaimana faktor Penghambat Penuntut Umum dalam 

penyelesaian perkara anakyang berhadapan dengan hukum 

dengan menerapkan diversi  ? 

b. Bagaimana solusi bagi penuntut umum dalam penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan 

menerapkan diversi ? 
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Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang 

dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok 

bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di 

atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni restoratif justice  sebagai 

bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian tesis ini 

berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana 

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.44 Metode 

penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti 

gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini 

berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti 

lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

tidak membutuhkan populasi dan sampel.45 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,46 maksudnya adalah 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, 

menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam perjanjian asuransi, 

 
44 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset,  Andi Offset, Yogyakarta, 1989,  h. 3 
45 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105 
46 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 

1996, h. 8. 
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yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu 

yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya.47 

2. Metode Pendekatan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Pendekatan kasus (case approach),29 dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan 

Nomor 3/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Pts.  

b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),30 dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

 
47 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat, Grafindo, Jakarta, 2013, h. 43. 
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94   
30 Ibid, h. 95 
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sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu 

Penelitian Kepustakaan (Library Rersearch) dilakukan untuk menghimpun 

data sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, hasil-

hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori 

dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.Penelitian 

ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. 

Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.50 

4. Prosedur Pengambilan dan  Pengumpulan Data 

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. 

Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada 

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.51 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari : 

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana 

bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 
 

50 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 39. 
51 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2014, h. 122. 
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b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan, buku-buku 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

c. Putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan 

dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan 

hasilkan nanti akan digeneralisasikan. 

 
5. Analisis Data 

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah 

sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Analsis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 52 Selanjutnya data tersebut 

disusun dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh 

jawaban responden, dengan menggunakan metode berpikir deduktif 

induktif. Atas dasar pembahasan dan analisis ini diperoleh suatu 

kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

 

 
52 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 41.   
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM RESTORATIF JUSTICE  TERHADAP ANAK 
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG 

MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
 
 

A. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Melakukan 

Kekerasan  

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang 

untuk dapat disebut sebagai anak. Dimaksud dengan batas usia anak 

adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak 

dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia 

dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung 

jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-

tindakan hukum yang dilakukan anak itu.  

Maulana Hassan Madong  menyatakan "anak dalam pengertian 

pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus 

dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah (kurang) 

dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".31 Batas usia 

seseorang anak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke 

dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi 

hukum, seperti berikut ini: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) 

 
31Maulana Hassan Madong. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, 

Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, h.39 
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Menurut UU PA, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Penjelasan UU PA  menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus 

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena 

dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia 

yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak 

asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. 

Anak dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa 

depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak 

Menurut UU SPPA disebutkan: 

(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana  

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana  

(3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana  

(4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 
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kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 
dan/atau dialaminya sendiri.  

 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 

HAM (selanjutnya disebut UU HAM) 

Pasal 1 UU HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya. 

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan 

hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dilaksanakan melalui: 

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak-hak anak. 

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini 
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. 
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak. 
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. 
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 

orang tua atau keluarga 
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g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 
dan untuk menghindari labelisasi.32 
 

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan 

hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

perlindungan anak: 

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. 
Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar 
utama perlindungan anak. 

2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan 
hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. 

3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan 
sosial. 

4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat 
adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling 
mempengaruhinya. 

5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur 
sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan 
yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial 
(keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), 
nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya. 

6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat 
mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan 
berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya 
pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan 
menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang 
bersangkutan. 

7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan  
kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa. 

8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. 
Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu 
pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun 
anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan 
kewajiban setiap warga negara. 

9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang 
luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).33 
 

 
32Marlina.  Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi 

dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.209 
33 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta,  2018, h. 36-37 
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Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam 

penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan 

perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan 

khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap 

saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur 

dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu 

yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, 

psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan 

tersebut. 

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi 

sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat 

adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik 

indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan 

merdeka. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, 
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baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.34 

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi 

muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu 

sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi 

anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam 

kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. 

Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses 

perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap 

ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu 

tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat 

diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, 

stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan 

melalui bantuan hukum. 

Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak 

dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu : 

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam : 
a. Bidang hukum publik (pidana) 
b. Bidang hukum keperdataan (perdata) 

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi : 
a. Bidang sosial. 
b. Bidang kesehatan. 
c. Bidang pendidikan.35 
 

 
34 Ibid,  h. 33 
35 Maulana Hassan Madong, Op.Cit, h. 40. 
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Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu 

usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.36 

Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Bismar Siregar yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong 

menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak 

dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup 

advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-

hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat 

ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.37 

JE. Doek dan HMA Drewes yang dikutip oleh Maulana Hassan 

Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan 

pengertian jengdrecht  dan kemudian mengelompokan ke dalam dua 

bagian yaitu : 

1. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah 
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada 
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan 
bagi mereka untuk berkembang. 

2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi 
perlindungan hukum yang terdapat dalam : 
a. Ketentuan hukum Perdata 
b. Ketentuan hukum Pidana 
c. Ketentuan hukum acara.38 

 

 
36 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018, 

h. 18-19 
37 Maulana Hassan Madong, Op.Cit,  h. 41. 
38 Ibid, h. 41. 
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Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat 

dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam 

proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh 

hukum. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa. 

2. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak 

3. Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan 

melawan hukum. 

4. Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi. 

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa 

depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Pengadilan Anak. 

 Perlindungan anak adalah antara lain: 

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap 
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai 
dengan kepentingan dan hak asasinya. 

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah 
dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 – 18 
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak 
asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya 
seoptimal mungkin.39 

 
 Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan 

hak dan kewajiban anak.  

 
39Iman Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan 

Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, h. 20-21 
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B. Faktor-Faktor Anak Berkonflik Dengan Hukum Akibat Melakukan 

Kekerasan  

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu 

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan 

sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam 

rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial, secara utuh 

selaras dan seimbang.  

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan 

sebagai pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap 

zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan 

bangsa dalam mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam 

Wagiati Soetodjo  penggunaan istilah “ Juvenile Delinquency “ adalah 

setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 

tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan 

pribadi si anak yang bersangkutan.40 

Istilah yang lazim, perkataan “Juvenile“ sering dipergunakan 

sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran 

dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan 

 
40 Wagiati Soetojdo. Op.Cit, h. 11   
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aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim ) dalam rangka menerapkan 

kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini 

hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih 

anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah 

dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah 

pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi 

psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut 

sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang 

dapat menerimanya, karena pengertian “juvenile“ terlalu umum dan 

mencakup semua orang yang masih muda usianya. 

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiati Soetodjo  bahwa yang 

dikatakan juvenile delinquency adalah  prilaku jahat/dursila atau 

kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) 

secara  sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu 

bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk 

pengabaian tingkat laku yang menyimpang.41 Romli Atmasasmita dalam 

Wagiati Soetojdo mengatakan bahwa  tindak pidana anak-anak adalah 

tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap bertentangan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat 

dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.42 

 Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang 

mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai 

 
41 Ibid, h. 9. 
42 Ibid, h. 10 



 48 

pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat 

mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya. 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-

cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 

nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak 

dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan 

prilaku anak. 

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah 

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan 

bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan prilaku 

anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, 

asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, 

penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua 

asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan 

lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum 

yang di lakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya: 

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan 

2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi 

3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



 49 

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu 

dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak 

telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan 

pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat 

mempengaruhi prilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan 

dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. 

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, 

mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak 

ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa 

yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang 

tuannya. Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah 

guna menciptakan harmunisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga 

menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan 

bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi sense of belonging seorang 

anak, kode moral yang diterapkan dirumah sebainya tidak menyimpang 

dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat 

sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut 

caranya sendiri. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam 

konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 

dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan 
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dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat 

manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan 

membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.  

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif 

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah 

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat 

yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan 

tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, 

antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.  

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang 

mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong 

perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana 

didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan 

kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya 

perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh anak tidak terlepas dari factor yang mendukung anak yang 

melakukan perbuatan pidana. 
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Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan 

dalam dua kelompok besar yaitu:43 

1. Faktor Intern 

Faktor interen adalah faktor yang berasal dari dalam diri  anak itu 

sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan  pidana yang 

berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu: 

a. Untuk memuaskan kecenderunagan keserakahan. 
b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual. 
c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi 

manja dan lemah mentalnya. 
d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan 

sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru. 
e. Kecenderungan pembawaan yang patologis. 
f. Konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan 

mekanisme pelarian diri yang irasional.44 
 

2. Faktor ekstern. 
 

 Menurut Kartini Kartono Faktor ekstern adalah faktor yang lahir 

dari luar anak faktor ini terdiri atas beberapa hal yaitu:45 

a. Faktor Lingkunagan Keluarga 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan 

seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak 

mendapat pendidikan. Arti keluarga bagi anak adalah merupakan 

tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari 

 
 43 Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.67. 

 
44 Ibid, h.68. 
45 Ibid, h.69. 
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keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena 

keluarga mempunyai perannan penting dalam keluarga. 

Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan 

sebagai makhaluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertu 

yang akan dibawahnya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam 

pergaulan dimasyarkat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut 

menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga 

memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak 

dan akan diwujudkan tingkahlakunya dalam pergaulan, baik pun 

sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka 

kemungkinan besar anak  dalam pergaulanya akan berjalan secara tidak 

baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian 

banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Umumnya  sebagian besar waktu anak adalah berada dalam 

keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan 

karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalgi kondisi keluarga itu 

tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami 

perpecahan  atau sering disebut dengan istilah broken home. Perpecahan 

(broken home) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih 

sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan keduaduanya. 

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering 

dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusanya masing-masing terutama 
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dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang 

mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga 

tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa 

saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk 

pelampiasan karena merasa diabaikan. 

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendirong bagi 

anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi 

pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-

kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut 

berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahangkan hidup 

mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang 

dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenihi 

kebutuhanya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak 

benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya). 

b. Faktor Lingkungan sekolah. 

Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motifasi dariluar yang 

bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang 

menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat menggaggu proses 

belajar mengajar anak didik yang pada giliranya dapat memberikan 

peluang bagi anak didik untuk berprilaku menyimpang. 

c. Faktor lingkungan pergaulan. 

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan 

keadaan pada waktu sekarang ini  adalah diantara anak-anak yang 
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memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik (misalnya ada yang 

penakut, ada yang patuh dan adapula anak yang keras kepala dan tidak 

dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak 

didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-

sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada 

anak yang pada awlnya bermental baik. 

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah 

lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi 

dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang labih 

besar lagi yaitu lingkunagn masyarakt disekitarnya. Pengaruh yang 

diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat 

membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan 

keluarga ini seorang anak akan banyak menyerap ahal-hal baru yang 

dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya 

menjadi buruk. 

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan 

berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar 

waktunya untuk berkumpul dengan teman-temanya. Dengan demikian 

pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-temannya 

sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik 

menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan 

perbuatan menyimpang. 
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d. Faktor mass media atau media massa. 

Mas media ayau yang sering dikenal dengan media massa, seperti 

majalah, surat kabar, radio, tape, televise, VCD, dan lain-lain, memberikan 

pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat 

disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan pra 

sarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat 

mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri 

dengan cepat. 

Banyak sekali dijumpai mass media yang tidak mendidik. contoh 

umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-

cerita yang dikatagorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik 

film maupun acara televisi yang mengetengahkan adegan porno dan 

kekerasan. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, 

dengan mengigat kondisi kontrol diri  anak yang masi belum secara penuh 

dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka 

suatu hal yang menantang. 

 
C. Restoratif Justice Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak 

Yang BermasalahAkibat Melakukan Kekerasan  
 

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak 

yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk 

menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat 

dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Restorative 
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justice bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya 

yang menekankan daripada mengisolasinya secara tertutup. 

Proses penanggulangan anak pelaku tindak pidana dilakukan 

secara penal dan non penal, secara penal yaitu dengan cara penerapan 

sanksi pidana dan secara non penal dengan tindakan diversi oleh 

penegak hukum dan penyelesaian di luar peradilan formal dengan 

restoratif justice.  

Konsep restoratif justice merupakan teori keadilan yang tumbuh 

dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan yang 

terdapat di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada 

sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum 

dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.  

Indonesia memiliki pengaturan mengenai restoratif justice yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa keadilan 

restoratif (restoratif justice) merupakan penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang 

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan.  

Restoratif justice memiliki hubungan yang erat dengan diversi yang 

mana mempunyai tujuan yang sama yaitu mengalihkan proses peradilan 
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anak dari peradilan formal ke dalam peradilan non-formal dengan cara 

melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat  pembimbing 

kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim melalui suatu bentuk 

penyelesaian win win solution yang menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan bukan pembalasan. 

Manfaat restoratif justice antara lain untuk meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya 

menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum, 

membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat 

pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki 

kerusakan yang telah dilakukan, membantu meminimalkan tingkat 

kejahatan karena tujuan utama Restoratif justice adalah pemulihan 

sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. 

Restoratif justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang 

berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk 

memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat 

dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana Restoratif 

justice itu diterapkan. Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi 

tertentu yang menempatkan keadilan restoratifsebagai nilai dasar yang 

dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan 

adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan 

korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana 

tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana 
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yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum 

mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi 

terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan 

menggunakan pendekatan keadilan restoratifperan aktif kedua pihak ini 

menjadi penting disamping peran pelaku. 

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak 

adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka 

pendekatan Restoratif justice adalah salah satu alternatif yang dipandang 

baik dalam mencapai kepentingan tersebut. Restoratif justice merupakan 

usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar 

Pengadilan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH), 

Restoratif justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak 

harus diperhatikan. Dalam prosesnya, Restoratif justice tersebut akan 

melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil 

masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak 

secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan 

putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih 

mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari 

anak, korban, dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa adanya upaya 

pelaksanaan Restoratif justice ini tidak berarti bahwa semua perkara anak 

harus dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, 

karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. 
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Tegasnya, restoratif justice adalah hanya sebagai upaya untuk 

mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu 

bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak  berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir” terhadap perkara-perkara anak yang 

ringan saja. idana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” 

terhadap perkara-perkara anak yang ringan saja. 

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan 

yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat 

yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap 

pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi terdiri 

dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, 

penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, 

penggelapan, narkoba dan tindakan asusila. 

Berdasarkan katagori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang 

dilakukan oleh anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dapat 

memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah 

dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia 

yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses 

hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai 

dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan 
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yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. 

Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh 

undang-undang untuk melakukan penahanan. 

Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi 

tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk 

dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan 

kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan 

anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan 

menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh 

kembanganak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin 

pintar dalam melakukan tindak kejahatan.  

Serangkaian proses hukum yang dilakukan pengadilan dalam 

memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak 

pidana kekerasan merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai 

pelaku dan korban tindak pidana, karena dalam melakukan pendekatan-

pendekatan yuridis undang-undang dapat menjadi tolak ukur untuk 

mengambil suatu kebijakan pidana (penal policy). 

Penjelasan atas UU SPPA, pada paragraf 8 bagian umum 

menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada 

dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau anak 

saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi 

terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi 

anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai 
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tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) 

tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan 

dan pidana. 

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukan 

bahwa UU SPPA telah menganut apa yang disebut dengan double track 

system. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit 

mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. 

Menurut Marlina, hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana 

bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat 

keseriusan tindak pidananya.46 

Anak yang melakukan tindak  pidana dapat diproses hukum dan 

upaya  yang  sesuai. Salah   satu penyelesaiannya  adalah melalui  suatu 

Peradilan Anak sebagai suatu usaha  perlindungan anak untuk mendidik  

anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Disepakati bahwa 

dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, 

kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan: 

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang 
dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab 
kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga 
Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-
batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan 
kewajiban  

2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan 
kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan 

 
46 Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi 

dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.156 
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usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan 
generasi mendatang.47 
 

 Menegakkan  keadilan terhadap anak-anak yang telah melakukan 

 tindak  pidana sebagai tugas pokok badan peradilan yang dibebankan 

oleh undang-undang,  tidak  hanya mengutamakan  pidana  saja sebagai 

unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak  adalah sasaran 

yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak. 

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang khusus tentang 

pengadilan anak  yaitu UU  SPPA. Perangkat hukum yang tertulis dan 

terkodifikasi semacam itu merupakan jaminan sebagai patokan untuk 

berlangsungnya Pengadilan  Anak, karena menyangkut akan suatu 

kepastian hukum dan kesebandingan hukum. 

Sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa 

sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 

ayat (1) UU SPPA yaitu : 

6. Pidana peringatan 

7. Pidana dengan syarat: 

d. Pembinaan di luar lembaga; 

e. Pelayanan masyarakat; 

f. Pengawasan; 

8. Pelatihan kerja; 

9. Pembinaan dalam lembaga 

 
47 Aminah Aziz. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Universitas Sumatera Utara 

USU Pers. Medan, 2018, h.26 
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10. Penjara 

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU 

SPPA ada dua macam, yakni: 

4. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 

5. Pemenuhan kewajiban adat 

6. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 

penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan 

martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 

pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

UU SPPA dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana 

memuat pidana pokok berupa:  pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda dan pidana tutupan,  maka khusus untuk pidana 

mati, UU SPPA tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan 

kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.  

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi 

oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, 

terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk 

dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang 

perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila 
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diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak 

akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh 

seorang anak masih sangat panjang.48  

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa 

pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga 

pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU SPPA.” UU SPPA 

menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang 

telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang 

dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.49 

Pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana 

pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni 

pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap prilaku anak 

dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian 

bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana 

pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang 

dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap 

terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan. 

Pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu 

berupa: 

1. Pencabutan beberapa hak tertentu. 

 
48 Maulana Hassan Madong. Op. Cit, h.44. 
49 Shanty Dellyana. Op.Cit, h. 18-19 
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2. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim. 

Ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan 

dengan ketentuan dalam UU SPPA menunjukkan bahwa UU SPPA yang 

tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana 

tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman 

putusan hakim. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan 

hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap 

anak.  

Diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak telah membawa perubahan baru terkait dengan 

pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak 

sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, 

Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal 

adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada sidang anak yaitu 

Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak yang telah mencapai 

umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun. 

UU SPPA tidak menginginkan anak yang telah melakukan 

kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan 

Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah 

divonis pidana yang akan berpengaruh terhadap perkembangann fisik, 
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sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah 

dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim 

tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk 

temantemannya.50 

Pemidanaan adalah hal yang tidak dikehendaki pada seorang 

anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan. Jenis sanksi hukuman yang 

kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. 

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, sanksi tersebut ada tiga 

macam, yaitu: 

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali. 

2. Penyerahan kepada seseorang. 

3. Perawatan di rumah sakit jiwa. 

4. Perawatan di LPKS. 

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. 

6. Pencabutan surat izin mengemudi. 

7. Perbaikan akibat tindak pidana. 

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan 

pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan 

berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi 

anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan 

bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang 

berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, 

 
50 Maidin Gultom, Op. Cit, h.50 
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wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan 

yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut 

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk 

mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja 

dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, 

pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah 

selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri. 

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja 

diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau 

departemen sosial, akan tetapi dalam dalam kepentingan anak 

menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan 

diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, 

panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama 

anak yang bersangkutan.51 

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:  

1. Pengembalian kepada orang tua/wali. 
2. Penyerahan kepada seseorang 
3. Perawatan di rumah sakit jiwa. 
4. Perawatan di LPKS. 
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. 
6. Pencabutan surat izin mengemudi.52 

 
Perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, 

huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) 

dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak 

 
51 Ibid, h.52. 
52 Ibid, h.53. 
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pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, dan 

ayat 4) UU SPPA.  

Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah 

penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, 

dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. 

Perawatan dirumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada 

Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa 

atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat tindak pidana misalnya 

memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan 

memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.53 

UU SPPA memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena 

kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dan ditaati  sengat penting bagi negara-negara  yang 

sedang membangun   seperti  negara    saat  ini, termasuk membangun 

sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

masyarakat. 

Adanya UU SPPA, maka untuk menangani perkara anak  atau 

 orang yang belum cukup umur yang melakukan tindakan  pidana  adalah 

berdasarkan  ketentuan  UU SPPA. Kedudukan UU SPPA yang telah 

mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum 

acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU SPPA menjadi 

 
53 Aminah Aziz, Op. Cit, h.61. 
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objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. 

Ketentuan legalitas UU SPPA dalam proteksi hukum acara pidana dapat 

disebut sebagai hukum acara pidana anak  yang khusus mengatur 

pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan 

legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban 

(victima) dari kejahatan atau pelanggaran pidana. 

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam UU SPPA 

meliputi asas-asas: 

1. Asas belum dewasa 
Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan 
seseorang dapat diproses dalam pengadilan anak. Asas belum 
dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia 
bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat 
melahirkan hak dan kewajiban. 

2. Asas kekeluargaan pemeriksaan 
Ketentuan asal keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan 
memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim 
maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas 
probation/social worker untuk melakukan tindakan-tindakan atau 
upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, 
mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Tujuan utama  
adalah meletakan kemudahan dalam sistem pengadilan anak, 
yang diakibatkan ketidak mampuan rasional, fisik/jasmani dan 
rohani atau keterbelakangan pemahaman jasmani dan rohani 
atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara 
kodrat dalam diri anak. 

3. Asas probation/pembimbing kemasyarakatan/social worker. 
Kedudukan probation  atau  social worker yang diterjemahkan 
dengan arti pekerja sosial. Ketentuan asas ini lebih diutamakan 
kepada sistem penerjamahan ketidakmampuan seorang anak 
menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.54 

 
Adanya UU SPPA, maka menjadi hukum acara pidana anak yang 

diposisikan dengan ketentuan asas  lex spesialis derogat lex spesialis 

 
54 Maulana  Hassan Madong. Op.Cit. h.59-60 
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general. Kedudukan UU SPPA meskipun tidak disebutkan sebagai hukum 

acara pidana anak, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi Undang-

Undang organik dari eksistensi adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP. Dengan demikian penerjemahan UU SPPA adalah 

menjadi bagian pokok hukum acara pidana anak yang positif. Fungsi-

fungsi badan-badan pengadilan umum yang beracara tidak dapat 

ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi kelengkapan dalam 

menentukan hukum acara pidana yang lebih sempurna terhadap 

penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia.55 

Pengertian-pengertian yang dibangun oleh kedua Undang-Undang 

tersebut yaitu UU SPPA dan KUHAP. Berbagai bentuk pengertian, seperti 

penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara, 

tertangkap tangan dan lain-lain, terpola menjadi unsur suplemen 

(tambahan) diantara ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tersebut. 

Dengan adanya UU SPPA, maka segala pokok ketentuan hukum acara 

pidana untuk Pengadilan Anak digunakan ketentuan Undang-Undang  ini. 

Ketentuan UU SPPA juga telah menghapus beberapa ketentuan pokok 

terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP, baik 

mengenai batas usia, prosesi hukuman dan lain-lain. 

Aktivitas pemeriksaan  tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, 

jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah  mengutamakan kepentingan 

anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan 

anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan 

 
55 Ibid. h.60 
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masyarakat.  Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, bahwa 

penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan 

perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan 

ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang 

berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma  

yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan 

kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka 

sulit untuk kembali menjadi anak baik.56 

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. 

Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka 

perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali 

(reconviction rate) orang yang pertama kali melakukan kejahatan 

berbanding terbalik dengan usia pelaku. Khusus mengenai masalah  

hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan 

yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang 

ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk 

menjadikan pidana lebih fungsional. 

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA 

yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk 

lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan 

umum UU SPPA pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi 

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati 

 
56 Wagiati Soetodjo, Op. Cit, h.38. 
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dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan 

berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.57 

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun 

kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak 

berarti sanksi yang yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang 

tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, 

dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. 

Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang 

diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif. 

Lahirnya UU SPPA tentu mempunyai latar belakang. Konsideran 

diuraikan bahwa latar belakang lahirnya UU SPPA : 

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya. 

2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak 
mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan 
hukum dalam sistem peradilan. 

3. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-
hak anak (convention on the rights of the child) yang mengatur 
prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai 
kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap 
anak yang berkonflik dengan hukum.58 

 
Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya 

perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak 

yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Anak yang walaupun 

secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar 

hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan 

 
57 Maidin Gultom, Op. Cit, h.81. 
58 Ibid, h. 82 
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yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa 

yang melakukan kejahatan. 

Pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan kejahatan 

mempunyai fungsi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali 

sikap dan prilaku pelaku kejahatan sehingga ia dapat meninggalkan 

prilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Asas bagi kepentingan 

pelaku kejahatan yang diusahakan dengan memberikan bimbingan, 

pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan 

penjatuhan hukuman. Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan 

pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan 

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada 

hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, 

sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.59 

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas prilaku dan 

tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak 

terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana 

upaya lain tidak berhasil. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap 

seorang anak yang  melakukan kejahatan adalah salah satu bagian 

penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan 

perlindungan. 

Menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, maka seorang Hakim 

mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Kebebasan 

tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus 

 
59 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan 

Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 38. 
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memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan 

keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan 

kepadanya. 

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, 

usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun 

kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan 

kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan 

keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup. 

Alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

pidana terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah : 

1. Agar anak tersebut berhasil memantapkan kembali harga diri 
dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa 
depannya. 

2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk 
bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiataan 
pembangunan nasional. 

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin 
dalam sikap dan prilakunya yang tertib disiplin. 

4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap 
bangsa dan negara.60 

 
Seiring dengan perkembangan zaman dan dengan mendasarkan 

pada kovenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah 

Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang 

Konvensi Anak. Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak 

kemudian muncullah istilah “Restorative Justice” (RJ) yang merupakan hal 

baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia 

khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. 

 
60 Maulana  Hassan Madong. Op.Cit. h.65 


